5.1

BAB 5
KESIMPULAN

Kesimpulan
Setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker

(PKPA) di Apotek Pahala mulai tanggal 30 Mei 2022 hingga 2 Juli 2022,

dapat disimpulkan bahwa :

1.

Kegiatan PKPA yang dilakukan dapat membuat calon Apoteker
memiliki gambaran nyata sehingga mengerti terkait peran serta
tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
Kegiatan PKPA yang dilakukan dapat membuat calon Apoteker
memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman
praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
Kegiatan PKPA di Apotek dapat mempersiapkan calon Apoteker
dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang ahli
Kegiatan PKPA yang dilakukan membuat calon Apoteker melihat,
dan mempelajari strategi serta kegiatan yang dilakukan dalam

rangka pengembangan praktik kefarmasian di  Apotek.

Saran

Calon Apoteker diharapkan dapat mempelajari dan meningkatkan
ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien
dan/atau tenaga kesehatan lainnya secara baik dan benar.

Sebelum melakukan PKPA di Apotek, calon Apoteker diharapkan
lebih banyak lagi dalam membekali diri dengan pengetahuan
tentang Apotek, peraturan kefarmasian, pelayanan kefarmasian serta

cara manajemen Apotek.
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